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ABSTRACT

Social cost arises when economic activities generate not only private costs borne by market actors but also external impacts imposed on society. In Indonesia, social cost has become increasingly relevant due to market distortions in several strategic sectors and the rapid pace of regulatory changes. This study aims to analyze the condition of social cost amid market distortions and regulatory changes in Indonesia by emphasizing the interaction between market failure and policy failure. The research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical method, relying on literature review and secondary data drawn from official institutional reports, government publications, and relevant academic sources covering the period 2015–2024. Data were analyzed using content analysis to interpret the linkages between social cost theory, market structure dynamics, and regulatory interventions. The findings indicate that oligopolistic market structures and tendencies toward monopoly practices may generate allocative inefficiency and reduce consumer welfare through inefficient pricing, limited choices, and constrained innovation. Meanwhile, regulatory changes may reduce certain social costs, such as bureaucratic burdens, but they can also create new social costs in the form of higher transaction costs, implementation uncertainty, and potential social and environmental risks. The study concludes that reducing social costs requires a simultaneous strategy that strengthens competition policy, improves regulatory quality, and applies policy evaluation based on social cost-benefit analysis to ensure that economic reforms produce net social benefits for society.
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ABSTRAK
Biaya sosial muncul ketika aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan biaya pribadi yang ditanggung oleh pelaku pasar, tetapi juga dampak eksternal yang dibebankan kepada masyarakat. Di Indonesia, biaya sosial menjadi semakin relevan karena distorsi pasar di beberapa sektor strategis dan laju perubahan regulasi yang cepat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi biaya sosial di tengah distorsi pasar dan perubahan regulasi di Indonesia dengan menekankan interaksi antara kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengandalkan tinjauan pustaka dan data sekunder yang diambil dari laporan lembaga resmi, publikasi pemerintah, dan sumber akademis yang relevan yang mencakup periode 2015–2024. Data dianalisis menggunakan analisis konten untuk menafsirkan keterkaitan antara teori biaya sosial, dinamika struktur pasar, dan intervensi regulasi. Temuan menunjukkan bahwa struktur pasar oligopolistik dan kecenderungan terhadap praktik monopoli dapat menghasilkan inefisiensi alokatif dan mengurangi kesejahteraan konsumen melalui penetapan harga yang tidak efisien, pilihan yang terbatas, dan inovasi yang terhambat. Sementara itu, perubahan regulasi dapat mengurangi biaya sosial tertentu, seperti beban birokrasi, tetapi juga dapat menciptakan biaya sosial baru berupa biaya transaksi yang lebih tinggi, ketidakpastian implementasi, dan potensi risiko sosial dan lingkungan. Studi ini menyimpulkan bahwa pengurangan biaya sosial memerlukan strategi simultan yang memperkuat kebijakan persaingan, meningkatkan kualitas regulasi, dan menerapkan evaluasi kebijakan berdasarkan analisis biaya-manfaat sosial untuk memastikan bahwa reformasi ekonomi menghasilkan manfaat sosial bersih bagi masyarakat.
Kata Kunci: Biaya Sosial; Distorsi Pasar; Regulasi Ekonomi.
1. Pendahuluan
Adanya suatu biaya disebabkan karena tujuan pengorbanan sumber daya adalah untuk menyediakan produk/jasa guna memenuhi kebutuhan tertentu dari konsumen (Mulyadi, 2007). Biaya menjadi hal yang wajar dan pasti ada dalam kegiatan produksi maupun konsumsi, namun yang menjadi perhatian adalah jika terjadi peningkatan biaya yang seharusnya tidak diperlukan akibat distorsi pasar atau perubahan regulasi. Distorsi pasar seperti monopoli dan perubahan regulasi akan berdampak pada biaya sosial. Biaya sosial (social cost) adalah biaya pribadi ditambah biaya eksternal. Biaya pribadi ditanggung oleh individu yang terlibat langsung dalam aktivitas atau transaksi ekonomi. Sedangkan biaya eksternal ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi (Todaro & Smith, 2006). 

Distorsi pasar merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus dihindari (Gusniarti, 2015). Masalahnya, pasar dalam dunia nyata jarang bersifat persaingan sempurna. Sebagian besar justru berbentuk pasar tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, atau monopsoni (Elpisah, 2022). Pelaku bisnis, terutama di pasar monopolistik atau oligopolistik, memiliki kekuatan untuk menetapkan harga atau membatasi output, yang menyebabkan inefisiensi ekonomi dan meningkatkan biaya sosial. Kekuatan ini mengakibatkan perubahan harga yang lebih tinggi sehingga produksi berkurang, serta kesalahan alokasi sumber daya. Secara kolektif fenomena ini berpengaruh pada penurunan perekonomian, membatasi pilihan konsumsi masyarakat, mengurangi kualitas produk, dan menghambat inovasi. Hal ini diperburuk oleh strategi monopolistik seperti diskriminasi harga dan kontrol atas sumber daya esensial (Aryan Dhiman, 2024).

Selain distorsi pasar seperti terjadinya praktik monopoli, perubahan regulasi atau peraturan juga berpengaruh terhadap biaya sosial. Perubahan regulasi adalah penyesuaian, pembaruan, atau penerapan peraturan, aturan, dan hukum baru yang dibuat oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mengatur berbagai sektor industri, bisnis, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan organisasi terhadap persyaratan yang berubah, melindungi kepentingan publik, dan menjaga tatanan yang tertib, serta dapat berupa modifikasi kecil atau penerapan peraturan yang sepenuhnya baru. 

Perubahan peraturan dapat memiliki dampak signifikan pada biaya sosial, yang mencakup berbagai efek ekonomi dan sosial. Biaya-biaya ini sering diabaikan dalam penilaian ekonomi tradisional, yang cenderung berfokus pada implikasi keuangan langsung daripada konsekuensi sosial yang lebih luas. Biaya sosial dari perubahan peraturan dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kehilangan pekerjaan (Bartik, 2013), perubahan struktur biaya (Holzhacker dkk., 2015), dan penyesuaian ekonomi yang lebih luas (Hazilla & Kopp, 1990). Biaya sosial dari perubahan peraturan sering diremehkan dalam penilaian ekonomi, yang dapat menyebabkan evaluasi bias terhadap perjanjian perdagangan dan kebijakan peraturan lainnya (Raza dkk., 2016).

Perubahan dalam struktur pasar dan regulasi diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan yang tidak terkontrol dan cenderung berpihak pada kebijakan regulatif tidak selalu efisien. Di satu sisi, regulasi dapat menekan praktik anti-persaingan; di sisi lain, jika diterapkan berlebihan, justru menimbulkan biaya sosial baru seperti biaya birokrasi tinggi, hambatan masuk pasar, dan inefisiensi sumber daya. Biaya sosial dari struktur pasar semacam itu bersifat signifikan, karena tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan konsumen tetapi juga menghambat efisiensi dan inovasi ekonomi. 

Biaya sosial monopoli dan regulasi bisa sangat besar, dengan regulasi publik berpotensi menjadi sumber biaya sosial yang lebih besar daripada monopoli swasta. Hal ini menyoroti perlunya pertimbangan kebijakan peraturan yang cermat untuk meminimalkan dampak sosial negatif (Posner, 1974). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kondisi biaya sosial di tengah distorsi pasar dan perubahan regulasi di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Teori Biaya Sosial

Konsep biaya sosial berakar dari pemikiran Arthur Cecil Pigou (1920) dalam The Economics of Welfare, yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi sering menimbulkan eksternalitas negatif yakni biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga di luar pelaku transaksi pasar. Pigou berpendapat bahwa ketika biaya privat (private cost) lebih rendah daripada biaya sosial (social cost), pasar gagal mencapai efisiensi karena tidak semua dampak ekonomi diperhitungkan dalam harga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah, seperti pajak Pigovian, untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut.

Sebagai kritik terhadap Pigou, Ronald Coase (1960) melalui artikelnya The Problem of Social Cost menegaskan bahwa efisiensi ekonomi dapat dicapai tanpa intervensi pemerintah apabila hak kepemilikan jelas dan biaya transaksi rendah. Namun, dalam praktiknya, biaya transaksi sering kali tinggi sehingga intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk menekan biaya sosial. Dengan demikian, teori biaya sosial berkembang menjadi dasar bagi analisis keseimbangan antara pasar bebas dan kebijakan publik.

Biaya sosial dalam perekonomian adalah seluruh pengorbanan, baik dalam bentuk biaya moneter maupun non-moneter, yang timbul sebagai akibat dari suatu aktivitas ekonomi, kebijakan publik, atau proyek pembangunan, yang tidak hanya ditanggung oleh pelaku ekonomi (individu atau perusahaan) tetapi juga oleh masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Menurut Pigou (1920) biaya sosial mencakup semua kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat kegiatan ekonomi tertentu, termasuk kerugian yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dengan demikian, biaya sosial ekonomi tidak hanya meliputi biaya privat (private cost), tetapi juga biaya eksternal (external cost) seperti pencemaran, kemacetan, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas hidup.

Menurut Nicholson & Snyder (2012) dalam Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, biaya sosial terdiri dari dua komponen utama. Komponen pertama adalah biaya privat (private cost) yakni biaya yang ditanggung langsung oleh produsen atau konsumen dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah biaya eksternal (external cost) yakni biaya yang timbul akibat aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif terhadap pihak ketiga, seperti polusi udara, kebisingan, atau kerusakan sumber daya alam. Sehingga dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

Biaya Sosial = Biaya Privat + Biaya Eksternal

Teori Kegagalan Pasar

Teori kegagalan pasar menjelaskan kondisi di mana mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Stiglitz (1989) menyebutkan bahwa kegagalan pasar dapat disebabkan oleh monopoli, eksternalitas, barang publik, dan asimetri informasi. Dalam kondisi tersebut, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengoreksi ketidakseimbangan dan menurunkan biaya sosial. Namun, Posner (1974) menambahkan bahwa regulasi yang berlebihan justru dapat menimbulkan kegagalan pemerintahan (government failure), yaitu ketika intervensi pemerintah menciptakan biaya sosial baru berupa inefisiensi birokrasi, hambatan masuk pasar, atau korupsi regulatif. Dengan demikian, teori kegagalan pasar menjadi dasar analitis untuk memahami kapan intervensi pemerintah diperlukan, serta sejauh mana intervensi tersebut tetap efisien dan tidak menimbulkan distorsi baru. Teori ini relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan publik di Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Teori Regulasi Ekonomi

Teori regulasi menjelaskan mengapa dan bagaimana pemerintah mengatur aktivitas ekonomi. Peltzman (1976) dan Stigler (1971) dalam The Economic Theory of Regulation menyatakan bahwa regulasi sering kali merupakan hasil dari interaksi antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok tertentu. Regulasi yang ideal seharusnya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pasar. Namun, dalam praktiknya, fenomena regulatory capture (Dal Bo, 2006) sering terjadi, di mana kebijakan justru dikuasai oleh kelompok berkepentingan yang mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan masyarakat luas. Regulatory capture adalah fenomena ketika badan regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru didominasi oleh kepentingan industri atau kelompok yang diaturnya sendiri, sehingga bertindak demi keuntungan kelompok tersebut daripada kepentingan umum. Istilah ini mengacu pada penangkapan agensi oleh entitas yang diawasi, yang dapat mengarah pada korupsi wewenang dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. 

Teori Ekonomi Kesejahteraan

Teori ekonomi kesejahteraan digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan publik meningkatkan atau menurunkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nicholson dan Snyder (2012), kesejahteraan sosial tercapai jika sumber daya dialokasikan secara efisien dan distribusi manfaatnya adil. Dalam konteks teori biaya sosial, kesejahteraan ekonomi akan optimal ketika eksternalitas negatif diminimalkan dan kebijakan publik menghasilkan net social benefit yang positif (OECD, 2021). 

Secara konseptual, teori ini dibangun atas dua landasan utama: efisiensi ekonomi dan keadilan distributif (equity). Efisiensi ekonomi menekankan optimalisasi alokasi sumber daya agar manfaat sosial maksimal, sedangkan keadilan distributif menyoroti bagaimana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan di antara kelompok masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam konteks kebijakan publik, kedua aspek ini sering kali saling berhadapan; kebijakan yang efisien belum tentu adil secara sosial, dan sebaliknya. Oleh karena itu, analisis kebijakan berbasis teori kesejahteraan harus mampu menyeimbangkan keduanya melalui mekanisme insentif, redistribusi, dan regulasi.

Menurut Stiglitz & Rosengard (2015), teori ekonomi kesejahteraan menjadi dasar normatif dalam perancangan intervensi pemerintah. Pemerintah berperan mengoreksi kegagalan pasar (market failure) seperti eksternalitas, barang publik, dan monopoli agar alokasi sumber daya mendekati efisien secara sosial. Namun demikian, intervensi tersebut juga harus mempertimbangkan biaya sosial (social cost) yang muncul akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran, seperti inefisiensi birokrasi atau ketimpangan ekonomi. Dalam kerangka ini, pemerintah idealnya menjalankan kebijakan berdasarkan prinsip social optimization, yaitu upaya memaksimalkan kesejahteraan kolektif dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya sosial secara menyeluruh.

Lebih lanjut, teori ekonomi kesejahteraan juga menekankan pentingnya analisis biaya-manfaat sosial (Social Cost-Benefit Analysis/SCBA) dalam proses perumusan kebijakan. Boardman et al. (2018) menjelaskan bahwa SCBA digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat suatu kebijakan publik melebihi total biaya sosial yang ditimbulkan, baik dalam bentuk biaya langsung maupun eksternalitas tidak berwujud seperti polusi, ketimpangan, atau kehilangan kesempatan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan net social benefit positif bagi masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, teori ekonomi kesejahteraan menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana kebijakan regulasi dan intervensi pemerintah telah memberikan manfaat sosial bersih. Misalnya, reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan menyederhanakan birokrasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan sosial seperti perlindungan tenaga kerja dan dampak lingkungan. Dengan demikian, penerapan teori kesejahteraan memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial.

Dari perspektif ini, teori ekonomi kesejahteraan memiliki keterkaitan langsung dengan teori biaya sosial. Keduanya menyoroti perlunya kebijakan publik yang mampu menginternalisasi eksternalitas negatif dan menciptakan kondisi pasar yang efisien sekaligus inklusif. Integrasi kedua teori ini memungkinkan perumusan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan jangka panjang.

3. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep dan teori biaya sosial dalam konteks regulasi dan kondisi pasar di Indonesia berdasarkan kajian literatur dan data empiris sekunder. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi konseptual terhadap sumber data yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta empiris, tetapi juga menafsirkan keterkaitan antara teori biaya sosial, kebijakan regulasi, dan kondisi pasar dalam konteks perekonomian nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal internasional dan nasional, laporan lembaga resmi, serta publikasi pemerintah. Sumber utama mencakup publikasi dari lembaga seperti KPPU, OECD, World Bank, BPS, dan Kementerian Keuangan, serta artikel yang membahas teori biaya sosial. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi pemerintah dan timbulnya biaya sosial dalam berbagai sektor ekonomi di Indonesia, khususnya pada sektor yang memiliki struktur pasar tidak sempurna (oligopoli atau monopoli).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Tahapan analisis mencakup Reduksi data, Klasifikasi dan interpretasi, Analisis sintesis, kemudian penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan konseptual mengenai bagaimana regulasi dapat mempengaruhi tingkat biaya sosial di pasar tidak sempurna. Penelitian ini berfokus pada konteks ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia, dengan periode analisis data sekunder antara tahun 2015–2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada dinamika regulasi ekonomi, termasuk penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi birokrasi, serta kebijakan persaingan usaha oleh KPPU yang berpengaruh terhadap biaya sosial dan efisiensi pasar.

4. Hasil Penelitian

Konsep Biaya Sosial di Tengah Distorsi Pasar dan Perubahan Regulasi

Konsep biaya sosial (social cost) berkembang dari pemikiran ekonomi kesejahteraan (welfare economics), yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menimbulkan biaya pribadi (private cost) bagi pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan biaya eksternal (external cost) bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi (A.C. Pigou, 1920; Todaro & Smith, 2006). Secara umum, biaya sosial adalah biaya pribadi ditambah biaya eksternal.

Dalam pasar persaingan sempurna, teori ekonomi mengasumsikan bahwa harga mencerminkan seluruh biaya produksi, sehingga tidak terjadi selisih antara biaya sosial dan biaya pribadi. Namun, dalam pasar tidak sempurna (imperfect market) seperti monopoli, oligopoli, dan monopsoni keseimbangan tersebut terganggu. Pelaku usaha memiliki kekuatan pasar (market power) untuk menentukan harga atau membatasi output. Akibatnya, terjadi inefisiensi alokatif, karena produksi berada di bawah tingkat optimal dan harga berada di atas biaya marginal. Kondisi ini menimbulkan deadweight loss, yaitu hilangnya surplus sosial yang mencerminkan biaya sosial bagi masyarakat (Varian, 2010). Selain itu, distorsi pasar juga dapat menciptakan biaya sosial dalam bentuk lain, seperti penurunan kesejahteraan konsumen, penghambatan inovasi, serta kerugian efisiensi produktif (Joseph E. Stiglitz, 1989). Dalam konteks ini, biaya sosial tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dampak sosial dan kesejahteraan publik yang lebih luas.

Selanjutnya, konsep biaya sosial juga berkembang dalam konteks intervensi dan regulasi pemerintah. Menurut Posner (1974), regulasi publik yang berlebihan dapat menimbulkan biaya sosial baru, seperti biaya birokrasi, hambatan masuk pasar, dan penurunan efisiensi. Dengan demikian, teori biaya sosial tidak hanya digunakan untuk mengkritisi pasar swasta yang monopolistik, tetapi juga untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

Selain itu, perkembangan konsep biaya sosial juga mengarah pada analisis keseimbangan antara manfaat dan biaya dari kebijakan publik. Stiglitz (1989) menekankan bahwa setiap intervensi pemerintah harus mempertimbangkan social cost of regulation, yaitu biaya sosial yang timbul akibat distorsi kebijakan terhadap mekanisme pasar. Misalnya, regulasi harga yang bertujuan melindungi konsumen justru dapat menyebabkan kekurangan pasokan dan menurunkan insentif produksi. Dengan demikian, penilaian terhadap biaya sosial mencakup tidak hanya dampak eksternalitas negatif dari sektor swasta, tetapi juga government failure yang muncul dari kebijakan yang tidak efisien.

Lebih lanjut, Coase (1960) melalui artikelnya yang berjudul The Problem of Social Cost menegaskan bahwa biaya sosial dapat diminimalkan jika hak kepemilikan jelas dan transaksi antara pihak yang terlibat dapat dilakukan tanpa hambatan. Namun, dalam kenyataannya, biaya transaksi (transaction costs) sering kali tinggi sehingga memerlukan intervensi pemerintah. Di sinilah muncul dilema kebijakan: terlalu sedikit regulasi dapat menimbulkan eksternalitas, sementara terlalu banyak regulasi dapat menciptakan biaya sosial baru. Oleh karena itu, keseimbangan antara efisiensi pasar dan intervensi negara menjadi aspek penting dalam analisis ekonomi kesejahteraan modern (A.C. Pigou, 1920; Stiglitz, 2019).

Secara empiris, penelitian oleh (Simeon Djankov dkk., 2002) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat regulasi yang kompleks cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dan biaya sosial ekonomi yang lebih tinggi, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa efisiensi kebijakan publik perlu dievaluasi melalui pendekatan biaya sosial untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah benar-benar memberikan manfaat bersih bagi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan ekonomi kontemporer, teori biaya sosial menjadi landasan penting dalam merancang intervensi pemerintah yang efisien dan berkeadilan. Pendekatan ini menuntut agar setiap kebijakan publik tidak hanya diukur dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang ditimbulkan. Menurut Tietenberg & Lewis (2018), kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menginternalisasi eksternalitas negatif tanpa menciptakan beban sosial tambahan. Misalnya, penerapan pajak karbon atau sistem cap-and-trade didesain untuk mengurangi polusi dengan tetap mempertahankan insentif efisiensi bagi pelaku ekonomi.

Di sisi lain, teori biaya sosial juga berimplikasi pada perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses regulasi. The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2021) menekankan bahwa analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) berbasis biaya-manfaat sosial merupakan alat penting untuk menilai sejauh mana kebijakan publik menciptakan nilai sosial bersih (net social benefit). Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, biaya sosial juga muncul dalam bentuk baru seperti ketimpangan digital, eksploitasi data, dan dampak sosial dari otomatisasi. Stiglitz (2021) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi modern harus adaptif terhadap perubahan struktural ini, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, integrasi teori biaya sosial ke dalam kerangka inclusive economic policy menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, implikasi utama dari teori biaya sosial terhadap desain kebijakan ekonomi kontemporer adalah perlunya pendekatan yang komprehensif—menggabungkan efisiensi alokatif, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menyelesaikan kegagalan pasar, tetapi juga mencegah munculnya kegagalan pemerintah yang dapat memperbesar biaya sosial bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi Biaya Sosial Dalam Merespon Kondisi Pasar dan Perubahan Regulasi di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori biaya sosial menjadi semakin relevan mengingat karakteristik pasar domestik yang masih menunjukkan berbagai bentuk ketidaksempurnaan (market imperfection) serta kompleksitas regulasi pemerintah. Struktur pasar di sejumlah sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi masih cenderung oligopolistik, di mana dominasi pelaku besar dapat menimbulkan social cost berupa harga yang tidak efisien dan hambatan bagi pelaku usaha baru. Hal ini sejalan dengan temuan KPPU (2022) yang mencatat bahwa konsentrasi pasar tinggi sering menyebabkan distorsi kompetisi dan menurunkan kesejahteraan konsumen.

Selain itu, regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan biaya sosial ekonomi. Menurut World Bank (2020), Indonesia menghadapi beban regulasi (regulatory burden) yang tinggi, terutama dalam perizinan usaha dan birokrasi investasi. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi (transaction cost) bagi pelaku usaha, menghambat produktivitas, dan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan demikian, intervensi pemerintah yang tidak efisien dapat menciptakan bentuk baru dari biaya sosial yang sama merugikannya dengan eksternalitas pasar.

Sebagai contoh reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya untuk menurunkan biaya sosial tersebut dengan menyederhanakan perizinan dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada implementasi dan kapasitas institusional pemerintah. Misalnya, penelitian oleh Nugroho dan Purnomo (2021) menemukan bahwa meskipun Omnibus Law meningkatkan efisiensi administratif, namun juga menimbulkan risiko sosial baru, seperti ketimpangan perlindungan tenaga kerja dan degradasi lingkungan. Undang-Undang Omnibus dikritik karena perlindungan lingkungannya yang tidak memadai, karena memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang dapat memperburuk perubahan iklim dan degradasi lingkungan sehingga menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan alam dan perlindungan pekerja (Al Hidayah dkk., 2024).

Lebih jauh, dalam konteks regulasi lingkungan dan sosial, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menginternalisasi eksternalitas negatif dari aktivitas industri. Misalnya, subsidi energi fosil yang terus berlangsung menimbulkan biaya sosial dalam bentuk pencemaran dan kerusakan ekosistem (OECD, 2024). Oleh karena itu, desain kebijakan publik di Indonesia memerlukan pendekatan berbasis teori biaya sosial yakni dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, analisis biaya sosial menjadi alat penting untuk mengevaluasi kondisi pasar dan efektivitas regulasi di Indonesia. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar mampu mengoreksi kegagalan pasar tanpa menimbulkan kegagalan pemerintahan baru. Dalam konteks ini, optimalisasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak intervensi dilakukan, tetapi juga oleh seberapa efisien dan adil kebijakan tersebut dalam mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat.

Diskusi

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan biaya sosial di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan muncul dari dua hal yang sering berjalan bersamaan: distorsi pasar dan perubahan regulasi. Distorsi pasar terlihat ketika persaingan tidak berjalan sehat misalnya karena dominasi pelaku usaha tertentu atau struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi. Akibatnya, pasar tidak lagi menghasilkan harga dan output yang efisien. Pada kondisi seperti ini, konsumen biasanya menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, baik melalui harga yang cenderung tinggi, pilihan yang terbatas, maupun kualitas layanan yang tidak berkembang optimal.

Di sisi lain, regulasi yang dibuat untuk memperbaiki kondisi pasar sebenarnya punya tujuan yang baik, terutama untuk mendorong efisiensi, menarik investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi juga bisa memunculkan biaya sosial baru, terutama jika penerapannya belum siap, belum konsisten, atau malah menambah kompleksitas birokrasi. Dalam praktiknya, masyarakat dan pelaku usaha sering menghadapi tumpang tindih aturan, prosedur yang panjang, serta ketidakpastian dalam implementasi. Situasi ini pada akhirnya mendorong biaya transaksi yang tinggi, dan pada beberapa kasus bisa menurunkan produktivitas serta menahan laju investasi yang sebenarnya ingin didorong.

Menariknya, pembahasan terkait UU Cipta Kerja menggambarkan contoh nyata bagaimana perubahan kebijakan bisa membawa dua kemungkinan sekaligus. Di satu sisi, ada peluang efisiensi karena penyederhanaan prosedur perizinan dan upaya mengurangi hambatan investasi. Tetapi di sisi lain, regulasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap perlindungan tenaga kerja serta kelestarian lingkungan. Artinya, reformasi regulasi memang dapat membantu mengurangi satu jenis biaya sosial (misalnya biaya birokrasi), namun berpotensi meningkatkan biaya sosial di sektor lain jika tidak disertai pengawasan dan mitigasi yang kuat.

Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, kondisi ini menegaskan bahwa biaya sosial tidak semata-mata lahir dari kegagalan pasar, tetapi juga bisa muncul dari kegagalan kebijakan. Karena itu, pendekatan untuk menekan biaya sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada mendorong kompetisi di pasar, tetapi juga memperbaiki kualitas regulasi mulai dari perancangan, koordinasi antar lembaga, sampai implementasi di lapangan. Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya menyusun aturan yang baik, tetapi memastikan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan tidak menambah beban sosial baru. Pada akhirnya, penelitian ini memberi gambaran bahwa biaya sosial di Indonesia terbentuk oleh interaksi yang rumit antara struktur pasar dan dinamika regulasi. Dengan kata lain, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu mengurangi distorsi pasar sekaligus menutup peluang munculnya biaya sosial baru akibat proses pengaturan yang terlalu rumit atau tidak sinkron. 
5. Penutup
Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya sosial di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan munculnya distorsi pasar dan perubahan regulasi yang cepat. Distorsi pasar terutama terlihat dari struktur pasar yang tidak selalu kompetitif, sehingga menghasilkan ketidakefisienan dan menurunkan kesejahteraan konsumen. Sementara itu, perubahan regulasi yang bertujuan memperbaiki iklim ekonomi sering kali membawa konsekuensi tambahan berupa meningkatnya biaya transaksi, ketidakpastian pelaksanaan, serta potensi dampak sosial dan lingkungan yang tidak kecil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa biaya sosial tidak hanya bersumber dari mekanisme pasar yang gagal bekerja secara ideal, tetapi juga dapat muncul dari kebijakan yang belum optimal baik karena desainnya kurang matang, implementasinya tidak konsisten, maupun adanya trade-off yang tidak dikelola secara memadai. Artinya, upaya menekan biaya sosial memerlukan strategi yang lebih menyeluruh: mendorong persaingan usaha yang sehat, memperbaiki regulasi agar tidak tumpang tindih, dan memastikan reformasi kebijakan berjalan beriringan dengan perlindungan sosial serta keberlanjutan lingkungan. Sebagai arahan ke depan, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengukur biaya sosial secara kuantitatif pada sektor-sektor tertentu (misalnya energi, telekomunikasi, dan transportasi), serta menguji dampak reformasi regulasi seperti UU Cipta Kerja secara lebih empiris. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak hanya dinilai dari niat atau tujuannya, tetapi juga dari dampaknya secara nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
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